




MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
NOMOR 7 TAHUN 2013 
TENTANG 
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,  
Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran dan akuntabilitas 
pelaksanaan  tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan, 
diperlukan pegawai yang profesional, bertanggung jawab, dan 
memiliki integritas yang baik;   
 b. bahwa dalam rangka pemberdayaan pegawai yang profesional, 
bertanggungjawab, dan memiliki integritas yang baik, perlu 
melakukan penataan pegawai di lingkungan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan; 
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan tentang Pedoman Penataan Pegawai Berbasis 
Kompetensi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan; 
     Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai 
dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2906); 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah dua kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
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2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4332);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4192); 
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan 
Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 
Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian 
Negara; 
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, 
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, 
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan 
kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan 
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 
Reformasi Birokrasi; 
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah 
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 
202 
 
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2014; 
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis 
Jabatan; 
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi 
Jabatan;  
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1134); 
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor      
KEP/23.2/M.PAN/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri 
Sipil; 
16. Surat Keputusan Bersama  Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, 
Menteri Dalam Negeri Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 
800-632 Tahun 2011, Nomor 141/PMK.01/2011 tentang 
Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil; 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG  
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI DI 
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. 
Pasal 1 
(1) Pedoman Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi digunakan sebagai acuan bagi 
unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam 
melaksanakan Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi di lingkungannya. 
(2) Pedoman Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 
Pasal 2 




Penataan pegawai dilakukan untuk: 
a. memperoleh kuantitas, kualitas, komposisi, dan distribusi pegawai negeri sipil yang 
tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi; 
b. mewujudkan visi dan misi organisasi menjadi kinerja nyata; dan 
c. meningkatkan profesionalisme pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 
Pasal 4 
(1) Setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan wajib 
melaksanakan penataan pegawai berbasis kompetensi di lingkungannya paling 
lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini. 
(2) Laporan pelaksanaan penataan pegawai berbasis kompetensi di setiap unit kerja 
disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.  
Pasal 5 
Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia. 
       Ditetapkan di Jakarta 
       pada tanggal 4 Februari 2013 
       MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
       REPUBLIK INDONESIA, 
      TTD. 
      MOHAMMAD NUH 
Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 11 Februari 2013 




BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 255 
Salinan sesuai dengan aslinya. 
Kepala Biro Hukum dan Organisasi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
TTD. 
Muslikh, S.H. 
NIP. 195809151985031001 
